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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data dan analisis mengenai alasan tidak diterapkan 

ketentuan pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai 

Gadai Tanah Pertanian di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba 

Barat. Ditemukan sejumlah faktor penyebab, yakni : 

1. Gadai Tanah Pertanian masih dianggap sebagai Kearifan Lokal masyarakat 

Desa Rajak yang telah terlaksana secara turun-temurun secara adat. Sehingga 

bentuk pelaksanaannya masih dilakukan secara adat dan dianggap sebagai 

bentuk sikap saling tolong menolong ketika dalam keadaan terdesak.  

2. Proses pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam hal ini penebusan gadai 

tanah pertanian masih mengandung unsur pemerasan karena dalam 

pelaksanaan gadai tanah pertanian bagi masyarakat Desa Rajak lebih 

mengamalkan hukum adat sebagai hukum yang mengikat. 

3. Belum ada sikap kepedulian dari pihak pemerintah untuk mengadakan 

sosialisasi tentang ketentuan pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang No. 56 Prp 

Tahun 1960 tentang gadai tanah pertanian. sehingga masyarakat desa Rajak 

Kabupaten Sumba Barat belum sepenuhnya mengenal hukum pemerintah 

yang mengatur tentang gadai tanah pertanian. 
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B. Saran Terhadap Kesimpulan 

Adapun saran yang dapat diberikan, sehubungan dengan penerapan 

Ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai 

Gadai Tanah pertanian Di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba 

Barat, yakni; 

1. Bagi pemberi gadai agar lebih bijak dalam memberikan gadai tanah 

pertanian dalam hal ini, berusaha agar dalam proses gadai tanah pertanian 

tidak dijadikan sebagai subjek yang mengalami tindakan pemerasan.  

2.  Bagi Penerima Gadai agar dalam menunjukan sikap saling tolong 

menolong, turut disertai dengan sikap saling peduli dalam ini kepada si 

pemberi gadai.  

3. Bagi Pihak Pemerintah agar lebih bertanggung jawab sebagai petugas 

pemerintah dalam hal ini dihadirkannya para petugas pemerintah agar 

memberikan sosialisasi kepada Masyarakat Desa Rajak terkait dengan 

Ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 

mengenai Gadai Tanah Pertanian. 
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